ABSTRAK

Pembangunan Kota Semarang di bidang industri yang meningkat dan
transportasi yang menggunakan teknologi tinggi menyebabkan terjadinya
pembuangan gas beracun dan kebisingan. Aktivitas transportasi mengakibatkan
udara banyak dicemari oleh gas buang asap dari kendaraan bermotor serta
aktivitas industri yang semakin meningkat, sehingga berujung pada
pencemaran udara serta penurunan kualitas udara.

Adapun Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah
pengaturan dalam pengendalian kualitas udara di Kota Semarang. 2)
Bagaimanakah tindakan pemerintah apabila terjadi pencemaran udara di Kota
Semarang. 3) Bagaimanakah hambatan dalam menanggulangi apabila terjadi
pencemaran udara di Kota Semarang. Dengan demikian tujuan dilakukannya
penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui, dan menganalisis pengaturan dalam
pengendalian kualitas udara di Kota Semarang,2) Tindakan Pemerintah apabila
terjadi pencemaran udara di Kota Semarang, dan 3) Hambatan dalam
menanggulangi apabila terjadi pencemaran udara di Kota Semarang.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
pendekatan hukum yuridis normatif. Spesifikasi yang digunakan adalah
deskriptif analisis. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan
menggunakan studi dokumen dan penelusuran literatur. Data dan analisisnya
bersifat kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian & kesimpulan penulis diperoleh bahwa 1)
Dasar hukum dalam mengatur mengenai pengendalian kualitas udara di Kota
Semarang telah di atur dalam UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP No 41 tahun 1999 tentang Pengendalian
Pencemaran Udara, Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No 8 Tahun
2001 tentang Baku Mutu Udara Ambien, & Perda Kota Semarang No 13 tahun
2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup. 2) Tindakan Pemerintah apabila
terjadi pencemaran udara di Kota Semarang yaitu Program Langit Biru,
Bekerja Sama dengan Dinas terkait untuk menyediakan ruang terbuka hijau,
Bekerja sama dengan berbagai Perguruan Tinggi, Bekerja sama dengan
Instansi Pemerintahan & Perusahaan-Perusahaan yang berkompeten. Selain itu
dilakukan upaya hukum dalam rangka Penyelesaian Sengketa Lingkungan
Hidup baik diluar Pengadilan maupun di Pengadilan. 3) Hambatan dalam
menanggulangi apabila terjadi Pencemaran Udara di Kota Semarang, baik
secara Internal yaitu Akreditasi Laboratorium, SDM, & anggaran sedangkan
secara Eksternal yaitu kurangnya kesadaran Pengusaha & Masyarakat akan
pentingnya Lingkungan Hidup dan Lemahnya Penegakan Hukum.
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